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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

1.  Berdasarkan penelitian terhadapPenerapan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 77 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Karang Taruna di Desa 

Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

itubelum ada penerapannya kepada karang taruna, sehingganya karang 

taruna desa tonala tdak lagi berfungsi secara organisatoris dikarenakan  

kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan mengenai tugas 

dan fungsi karang taruna. Hal ini sebabkan karena  Pemerintah daerah 

maupun pemerintah kecamatan belum pernah membuat sosialisasi 

terhadap karang taruna, sehingga karang taruna tidak memahami tugas 

dan fungsi danPemerintah  desa pun tidak pernah mendengar peraturan 

menteri sosial yang mengatur tentang karang taruna oleh karena itu 

karang taruna dan pemerintah desa tidak senerji lagi sehingga karang 

taruna tidak lagi berfungsi.  

2.   Adapun faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna 

yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman karang taruna, 

kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap karang taruna. Sehingga 

karang taruna desa tonala tidak lagi berfungsi secara regulasi dan secara 

organisatoris oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan 
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orgnisasi karang taruna. Karang taruna adalah salah satu lembaga dan 

mitra kerja pemerintah yang telah di amanahkan oleh peraturan menteri 

sosial nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar karang taruna 

sehingga karang taruna perlu di dayagunakan. 

5.2. Saran 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa  

harus membuat sosialisasi atau pelatihan kepada anggota karang taruna. 

Sehingga karang taruna desa tonala bisa memahami tugas dan fungsi karang 

taruna itu sendiri. Dengan adanya anggar desa yang telah di anggarkan oleh 

pemerintah pusat makakarang taruna bisa di fungsikam dalam segi 

pembangunan maupun dalam segi pemberdayaan yang ada di desa tonala. 

Kita tahu bersama karang taruna adalah salah satu lembaga sekaligus mitra 

kerja pemerintah desa dalam penyelengaraan urusan pemerintahan sehingga 

karang taruna itu perlu di dayagunakan dan diikut sertakan dalam 

pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan sumber daya 

alam yang ada di desa tonala untuk mensejahterakan masyarakat Desa 

Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan, oleh 

karena itu pemerintah desa tonala harus bersinerji dengan karang taruna 

sehingga urusan pemerintahan maupun urusan kesejahteraan sosial bisa 

diatasi bersama-sama, kemudian pemerintah juga harus mengadakan 

sosialisasi terhadap karang taruna desa tonala supaya karang taruna desa 

tonala bisa memahami tugas dan fungsi karang taruna sehingga karang 
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taruna bisa berjalan sesuai harapan dari pada pemerintah desa dan bisa 

melaksanakan tugas dan fungsi karang taruna. 
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